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P U T U S A N

Nomor :  1047 K/Pdt .Sus /2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H        A G U N G

memer iksa  perkara  Perse l i s i h an  Hubungan  Indus t r i a l  da lam 

t i ngka t  kasas i  te l ah  mengambi l  putusan  sebaga i  ber i ku t  

da lam perkara  :

PT  INTER ASIA  SERVICES,  diwaki l i  oleh  Nyonya 

RINI  HERYANTI,  se laku  Di rek tu r  PT  INTER ASIA 

SERVICES,  berkedudukan  d i  Perkan to ran  Stad ion  

Lebak  Bulus ,  Tr ibun  Utara  U  1- 01,  J l .  Raya 

Jagorawi  No.  1  Lebak  Bulus ,  Jakar ta  Sela tan ,  

da lam  hal  in i  member i  kuasa  kepada  Mar io  W 

Tanasa le ,  SH. ,  Advokat  berkan to r  d i  J l .  Gunug 

Sahar i  IV  No.  17,  Kelurahan  Gunung  Sahar i  

Sela tan ,  Kecamatan  Kemayoran ,  Jakar t a  Pusat  ;

Pemohon Kasas i  dahu lu  Tergugat /Pengusaha  ;

m e l  a w a n  :

ARMADI,  ber tempat  t i ngga l  d i  J l .  Rusia  I ,  Blok  

G/89,  Rt  001/009 ,  Cikarang  Baru ,  Kabupaten  

Bekas i ,  da lam  hal  in i  member i  kuasa  kepada  

Mochammad Ridha,  St ,  B. ,SH. ,  Yusr i za l ,  SH. ,  dan  

Hendr i  David ,  SH. ,  para  Advokat  berkan to r  pada  

Kanto r  Advokat  Mochammad  Ridha  &  Par tne rs ,  

bera lamat  d i  J l .  Gandar ia  I  No.  8,  Kebayoran  

Baru- Jakar ta  Sela tan  ;

Termohon kasas i  dahu lu  Penggugat /Peke r j a  ;

Mahkamah Agung te rsebu t  ;

Membaca sura t - sura t  yang  bersangku tan  ;

Menimbang,  bahwa  dar i  sura t - sura t  te rsebu t  te rnya ta  

bahwa  sekarang  Termohon  Kasas i  dahulu   sebaga i  

Pengugat /Peke r j a  te lah  menggugat  sekarang  Pemohon  Kasas i  

dahu lu  sebaga i   Tergugat /Pengusaha  di   muka   pers i dangan  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

Jakar t a  Pusat  yang  pada pokoknya  atas   da l i l - da l i l  :
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1. Bahwa Tergugat  yang  te l ah  melakukan  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  (PHK)  sep ihak  kepada  Penggugat  pada  tangga l  31  

Januar i  2009,  dengan  cara  yang  sangat  t i dak  manusiawi  

ya i t u  dengan  menghi l angkan  Kurs i  dan  Kalku la t o r  yang  

biasa  dipaka i  Penggugat  dan  menyatakan  bahwa “Penggugat  

sudah  t i dak  bisa  beker j a  sama lag i  dengan  Di rek tu r ” ,  dan  

se lan ju t nya  Terguga t  t i dak  membayar  upah  dan  tun jangan  

ber j a l an  (Proses )  se jak  bulan  Januar i  2009  kepada  

Penggugat  (se lan ju t n ya  hal  in i  menjad i  ob jek  gugatan)  ;

2. Bahwa gugatan  in i  d i  a jukan  be lum  lewat  batas  waktu  1 

(sa tu )  tahun  se jak  awal  perse l i s i h an  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  (PHK)  di  mana  merupakan  batas  waktu  akh i r  

penga juan  gugatan  o leh  Penggugat  te rhadap  Terguga t ,  

ya i t u  1 (sa tu )  tahun  se jak  perkara  perse l i s i a n  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  (PHK)  mula i  te rca ta t  d i  DISNAKER Jakar ta  

Sela tan ,  yakn i  tangga l  27 Januar i  2009,  seh ingga  gugatan  

in i  dapat  d i  per i ksa  o leh  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i  

Jakar t a  di  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  ;  

3. Bahwa Penggugat  ada lah  peker j a  te tap  di  tempat  Tergugat  

dan  mula i  beker j a  se jak  tangga l  1  Desember  2006  sebaga i  

Finance  &  Admin is t r a t i o nManager  dengan  mener ima  upah  

sebesar  Rp  3.700 .000 , -  per  bu lan  dan  Penggugat  t i dak  

pernah  mendapat  Sura t  Per inga tan  dengan  kata  la i n ,  

pr i l a ku  Penggugat  adalah  ba ik  ;  

4. Bahwa  Tergugat  te l ah  melakukan  t i ndakan  PHK sep ihak  

kepada  Penggugat  dengan  t i dak  membayar  Kompensas i  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  dan  upah  di tambah  

tun jangan  ber ja l an  (Proses )  kepada  Penggugat ,  seh ingga  

Penggugat  merupakan  pihak  yang  di rug i kan  oleh  Tergugat  

dengan  adanya  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  sep ihak  

seh ingga  h i l angnya  Pendapatan  Penggugat  ;  

5. Bahwa  se jak  bulan  Januar i  2009  Penggugat  t i dak  lag i  

mendapatkan  upah  dan  se jak  bulan  Maret  2009  iu ran  

JAMSOSTEK t i dak  lag i  d ibayarkan  Tergugat ,  padaha l  untuk  

kedua  masalah  in i  be lum  ada  putusan  yang  berkekua tan  

hukum  te tap  dalam  Perse l i s i h an  anta ra  Penggugat  dan  
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Tergugat  ;  

6. Bahwa  pada  saat  peroses  penye lesa ian  perse l i s i a n  

in i , Tun j angan  Har i  Raya  (THR)  te tap  merupakan  hak  

normat i f  peker j a  yang  karenanya  Tergugat  berkewaj i ban  

untuk  te tap  memenuhinya  ;  

7. Bahwa,  adapun  krono log i s  Penggugat  dibe rhen t i k an  secara  

sep ihak  oleh  Tergugat  adalah  sebaga i  ber i ku t  :  

a. Bahwa pada tangga l  22 Januar i  2009 Penggugat  datang  ke  

kanto r  Tergugat  untuk  menanyakan  hak- haknya  sebaga i  

peker j a  yang  sudah  di  PHK,  namun  d i j awab  Terguga t  

(Sdr i .  Pr ima) :  "Keb i j a kan  hanya  gaj i  bu lan  in i  sa ja  

dar i  Perusahaan" ,  per temuan  in i  t i dak  dibua tkan  Risaah  

karena  Terguga t  t i dak  mau ada tu l i s an  ;  

b. Bahwa pada  tangga l  23  Januar i  2009  Penggugat  datang  

lag i  ke  kanto r  Tergugat  menanyakan  hak- haknya,  lag i -

Iag i  d i  jawab  Terguga t  (Sdr .  Pr ima)  :  "Keb i j a kan  

Perusahaan  hanya  member ikan  gaj i  bu lan  in i  sa ja  dan  

t i dak  ada kompromi  maupun kesepaka tan "  ;  

c. Bahwa pada tangga l  27 Januar i  2009 Penggugat  datang  ke  

kanto r  Tergugat  minta  dibua tkan  sura t  berhen t i  kepada  

Sdr .  Pr ima  dan  di j awab  :  "T idak  tau  gimana  cara  

buatnya"  ;  

d. Bahwa pada  tangga l  28  Januar i  2009  Penggugat  datang  

lag i  ke  kanto r  Tergugat  (ke temu Sdr .  Pr ima)  menanyakan  

sura t  kete rangan  berhen t i  la l u  di  jawab  :  "T idak  ada  

sura t  sambi l  marah- marah  sambi l  berd i r i " ,  Penggugat  

langsung  ke  lua r  kanto r  ;  

8. Bahwa  t i ndakan  dan  per i l a ku  Tergugat  sangat  arogan,  

bergaya  preman  dan  

sewenang- wenang  sangat l ah  je l as  dan  ser ta  "T idak  pantas  

dalam  sebuah  kanto r " ,  dan  Tergugat  te r i nd i k as i  kuat  

mencip takan  hal  yang  Tidak  menyenangkan,  ket i daknyamanan  

bag i  Penggugat  ;  

9. Bahwa  Dinas  Tenaga  Ker ja  dan  Transmig ras i  DKI  Jakar ta  

Sela tan  te l ah  melakukan  Medias i  anta ra  Penggugat  dan  

Tergugat  atas  Permasa lahan  in i  dan  te lah  mengeluarkan  
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Sura t  Anju ran  Nomor  2305/1 .835 .3  te r t angga l  7  Ju l i  

2009 ;  

10. Bahwa  Tergugat  t i dak  mempunyai  Pera tauaran  

Perusahaan  se jak  perusahaan  berd i r i  tahun  2002,  seh ingga  

s ikap  arogan  manajemen  dengan  melakukan  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  (PHK)  sep ihak  Karyawan- Karyawan  yang  

t i dak  d isuka i  sangat  ser i ng  te r j ad i  ;  

11. Bahwa  s ikap  arogan  manajemen  sudah  kete r l a l u an  

dengan  menghala l kan  sega la  cara ,  seper t i  hak- hak  

normat i f  karyawan  dibaga i kan ,  dan  te r j ad i n ya  

peny impangan- peny impangan  anta ra  la i n :  

- - Jam ker ja  lembur  Karyawan  kanto r  (HO)  t i dak  pernah  di  

h i t ung ,  t i dak  pernah  di  bayar  ( te rmaksud  s idak  malam 

har i )  ;  

- - Hak cut i  tahunan  j i k a  di tun tu t ,  maka d iancam dipeca t  ;  

- - Sta tus  kont rak  karyawan  yang  berkepan jangan  meskipun  

karyawan  yang  

bersangku tan  te rus  menerus  te lah  beker j a  leb ih  dar i  2 

tahun  ;  

- - Panggi l an  kuc ing ,  t i kus  dan  la i n - la i n  (nama- nama 

bina tang)  kepada  anggota  secur i t y  saat  da lam  tugas  

oleh  Komandan/Manager  adalah  hal  yang b iasa  ;  

- - Pemotongan  gaj i  karyawan yang  t i dak  masuk ker j a  karena  

sak i t  meskipun  ada sura t  dokte r  (DC)  ;  

12. Bahwa,  t i ndakan  Tergugat  yang  te lah  menghi l angkan  

Kurs i  dan  Kalku la t o r  yang  biasa  d ipaka i  o leh  Penggugat  

dan  pernya taan  "T idak  bias  beker j a  sama  lag i  dengan  

Di rek tu r "  kepada  Penggugat  ada lah  merupakan  t i ndakan  

Penghinaan  yang  memalukan,  pengus i ran  yang  meleb ih i  dar i  

pada Pemecatan  ;  

13. Bahwa,  sebaga imana  te l ah  diu ra i kan  di  atas ,  maka 

je l as  dan  nyata  Tergugat  te lah  melanggar  Pasa l  151  ayat  

3  UU No.  13  Tahun  2003  yang  te l ah  melakukan  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  (PHK)  sep ihak  tanpa  mela lu i  dar i  PHI  dan  

Tergugat  te lah  melanggar  pasa l  155  ayat  3  dengan  t i dak  

membayar  upah  Penggugat  se jak  bu lan  Januar i  2009  hingga  
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sampai  saat  in i ,  maka  patu t  dan  wajar l ah  Terguga t  

d ihukum  untuk  membayar  se lu ruh  upah  Penggugat  sampai  

adanya  putusan  Pengad i l an  yang  berkekua tan  hukurn  

te tap  ;  

14. Bahwa karena  a lasan  Terguga t  te tap  ing in  melakukan  

Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  te rhadap  Penggugat ,  namun 

t i dak  dise r t a i  a lasan  yang  je l as ,  maka  Tergugga t  waj ib  

membayarkan  Kompensas i  Pesangon  seper t i  yang  te rcan tum  

dalam  Pasa l  164  ayat  3  UU No.  13  Tahun  2003  ya i t u  

sebesar  2  X Pasa l  156  (2)  +  Pasa l  156  (3)  +  Pasa l  156  

(4 ) , sebaga i  ber i ku t  :  

- - Pesangon  :

3 X 2 X Rp 3.700 .000 , - = Rp 22.200 .000 , -

- - Uang Penggant i an  Hak :

15% X Rp 22.200 .000 , - = Rp   3.330 .000 , -

- - Cut i  Tahunan yang be lum diambi l

Tahun 2007 = s isa   9 har i  ;

Tahun 2008 = s isa  12 har i  ;

Jumlah                     21 har i

21/21  Rp 3.700 .000 , - = Rp   3.700 .000 , -  

;

- - Upah yang be lum diobayar

Dar i  Januar i  2009

12 X Rp 3.700 .000 , - = Rp 44.400 .000 , -

- - Iu ran  Jamsostek  yang  be lum dibayarkan

Dar i  Maret - Desember  2009

10 X Rp 3.700 .000 , -  X 5,7% = Rp   2.109 .000 , -

- - Iu ran  Jamsostek  yang  be lum dibayarkan

Dar i  Desember  2006- Ju l i  2007

8 X Rp 3.500 .000 , -  X 5,7 = Rp  1.596 .000 , -

1 X Rp 2.500 .000 , -  X 5,7% = Rp     142.000 , -

- - THR Tahun 2009 (1  bu lan  gaj i ) =  Rp  3.700 .000 , -  

                                                   Jum

lah Rp 81.177 .000 , -

15.Bahwa  je l as  dan  nyata  Tergugat  secara  nyata - nyata  

te rbuk t i  secara  sah  dan  meyak inkan  t i dak  melaksanakan  
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kewaj i bannya  ssebaga imana  dimaksud  dalam pasa l  155  ayat  

(3 )  UU No.  13  Tahun  2003  ten tang  Ketenagakaer j aan ,  maka 

oleh  karena  i t u  patu t  dan  wajar l ah ,  Maje l i s  Hakim  yang  

memer iksa  dan  mengadi l i  perka ra  in i  menja tuhkan  Putusan  

Sela  berupa  per in t ah  kepada  Tergugat  untuk  membayar  upah  

beser ta  hak- hak  la i nnya  yang  b iasa  d i t e r ima  oleh  

Penggugat ,  ha l  in i  se ja l an  dengan  apa  yang  dimaksud  

dalam  Pasa l  96  ayat  (1 )  UU No.  2  Tahun  2004  ten tang  

Penye lesa ian  Perse l i s i h an  Hubungan Indus t r i a l  ;  

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l   te rsebu t  d i  atas  para  

Penggugat  mohon kepada  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  supaya  member ikan  putusan  

sebaga i  ber i ku t  :

Dalam Prov i s i ona l  :

1. Memer in tahkan  kepada  Tergugat  untuk  membayar  upah  

beser ta  hak- hak  la i nnya  yang  b iasa  d i t e r ima  oleh  

Penggugat  te rh i t u ng  se jak  Januar i  2009  sampai  gugatan  

in i  d ida f t a r kan  ya i t u  12  X  Rp  3.700 .000 , -  =  Rp 

44.400 .000 , -  ;

2. Menghukum  Tergugat  untuk  mematuh i  dan  mengindahkan  

putusan  se la  in i ,  apab i l a  Terguga t  la l a i ,  maka Tergugat  

d ihukum membayar  uang  paksa  sebesar  Rp 500.000 , -  set i ap  

har i  yang  dapat  d i tag i h  dan seka l i gus  ;  

Dalam Pokok  Perkara  :

1. Mener ima  dan mengabulkan  gugatan  Penggugat  se lu ruhnya  ;  

2. Memer in tahkan  Tergugat ,  ya i t u  PT  In te r  Asia  Serv i ces  

untuk  membayar  kompensas i  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  

kepada  Penggugat ,  ya i t u  kepada  Sdr .  Armid i  sebesar  Rp 

81.177 .000 , -  (de lapan  puluh  satu  ju t a  sera tus  tu juh  

puluh  tu j uh  r i bu  rup iah )  secara  Tunai  dan  Seket i ka ,  

dengan per inc i an  sebaga i  ber i ku t :  

- - Pesangon  :

3 X 2 X Rp 3.700 .000 , - = Rp 22.200 .000 , -

- - Uang Penggant i an  Hak :

15% X Rp 22.200 .000 , - = Rp   3.330 .000 , -

- - Cut i  Tahunan yang be lum diambi l
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Tahun 2007 = s isa   9 har i  ;

Tahun 2008 = s isa  12 har i  ;

Jumlah                     21 har i

21/21  Rp 3.700 .000 , - = Rp   3.700 .000 , -  

;

- - Upah yang be lum diobayar

Dar i  Januar i  2009

12 X Rp 3.700 .000 , - = Rp 44.400 .000 , -

- - Iu ran  Jamsostek  yang  be lum dibayarkan

Dar i  Maret - Desember  2009

10 X Rp 3.700 .000 , -  X 5,7% = Rp   2.109 .000 , -

- - Iu ran  Jamsostek  yang  be lum dibayarkan

Dar i  Desember  2006- Ju l i  2007

8 X Rp 3.500 .000 , -  X 5,7 = Rp  1.596 .000 , -

1 X Rp 2.500 .000 , -  X 5,7% = Rp     142.000 , -

- - THR Tahun 2009 (1  bu lan  gaj i ) =  Rp  3.700 .000 , -  

                                                   Jum

lah Rp 81.177 .000 , -

Terb i l ang  :  de lapan  puluh  satu  ju t a  sera tus  tu j uh  pu luh  

tu j uh  r i bu  rup iah  ;

3. Menyatakan  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  (PHK)  anta r  

Penggugat  dan Terguga t  ada lah  sah menuru t  hukum ;

4. Menyatakan  keputusan  in i  dapat  d i j a l ankan  leb ih  dahu lu  

(u i t v oe rbaa r  bi j  voor rad )  meskipun  t imbu l  verze t  atau  

band ing ,  atau  kasas i  ;

5. Menghukum  Tergugat  untuk  membayar  biaya  yang  t imbu l  

da lam pekara  in i  ;

Atau  :

- - Apabi l a  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  berpendapat  la i n ,  

mohon kepuusan  yang  sead i l - ad i lmya  ;

Menimbang,  bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Tergugat  

mengajukan  gugatan  bal i k  ( rekonvens i )   pada  pokoknya   atas  

dal i l - da l i l  sebaga i  ber i ku t  :

1. Bahwa  Terguga t  Rekonvens i  te lah  melakukan  perbua tan  

melawan  hukum  dan  melakukan  perbua tan  merug ikan  
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Penggugat  Rekonvens i  dengan  cara  :  

- - Bahwa pada  tangga l  22  Januar i  2009,  puku l  10.00  Wib 

Tergugat  Rekonvens i  menemui  Di rek tu r  Operas ina l  dan  

menanyakan  sambi I  memaksa kepada  Di r .Ops  te rsebu t  agar  

dibua tkan  Sura t  Pemecatan  dike t i k  atau  d i t u l i s  d i  

ker tas  apa  sa ja  yang  pent i ng  ada  bukt i  d ipeca t .  

Di r .Ops  t i dak  bersed ia ,  karena  merasa  t i dak  melakukan  

pemecatan  dan  hanya  menyampaikan  bahwa  Tergugat  

Rekovens i  t i dak  dapat  beker j asama ;  

- - Bahwa  tangga l  24  Januar i  2009  pada  saat  Di r .Ops  

menghadi r i  Regule r  Tra in i ng  di  area  Menteng  Prada  

Huni ,  Di r .Ops  mendapat  in f o rmas i  dar i  Abd.  Rauf  (Spv .  

Secur i t y  area  MHGP)  bahwa  bel i au  dapat  mendapat  SMS 

dar i  Tergugat  Rekonvens i  pada  har i  Jum’a t ,  tangga l  23  

Januar i  2009,  bahwa  mengatakan  "Saya  sudat  t i dak  

beker j a  lag i  dan  te l ah  dipeca t  o leh  PT  In te r  Asia  

Sev ices "  dan  in i  sudah  melakukan  perbuatan  t i dak  

te rpu j i  ;

- - Bahwa pada  tangga l  28 Januar i  2009  Sdr .  Herman (Ch ie f  

Secur i t y  area  Yamaha Indones ia )  d ihubung i  mela lu i  HP 

oleh  Tergugat  Rekonvens i  dan  menyampaikan  percakapan  

"Saya  sudah  dipeca t  dar i  PT In te r  Asia  Serv i ces  dan  

kedudukan  saya  sudah  diambi l  orang ,  Kont rak  Ker ja  

Waktu  Ter ten tu  i t u  t i dak  benar  nant i  ka lo  ada  masalah  

saya  bantu ,  saya  punya  orang  Depnaker ,  saya  minta i  

bonus  untuk  anggota  koq  malah  

dike lua r i n  . . . "  ;  

- - Bahwa  pada  tangga l  29  Januar i  2009,  Sdr .  Sudaryo  

(Coord ina to r  Secur i t y )  menghubung i  Tergugat  Rekonvens i  

menanyakan  "Pak  Armadi  . .  Bapak  te l epon  ke  ch ie f - ch ie f  

d i  area  bapak  menje lek - je l ek  PT  In te r  Asia  

Serv i ces  dan  mengatakan  bahwa  KKWT t i dak  benar . . . .  

Sdr .  Armady  mengelak  berka ta  "  Emang saya  udah  gi l a  

Pak  . .  !  saya  te lepon  ke  area-  

area" .  Sesua i  denga  bukt i  dan  kenyataan  bahwa  yang  

bersangku tan  
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memang menelpon  ch ie f - ch ie f  d i  area  ….. ”  ;

- - Bahwa  Penggugat  Rekonvens i /Te rguga t  Konvens i  berhak  

menuntu t  sebesar  Rp 250.000 .000 , - (dua  ra tus l ima  pu luh  

ju ta  rup iah )  sebaga i  gant i  rug i  perusahaan,  te rd i r i  

dar i  ke leb ihan  pembayaran  gaj i / hono r  se lama  3  tahun ,  

utang  kepada  koperas i ,  jasa  pengacara ,  t ranspor t as i  

dan  akomadas i  ser ta  biaya  tak  diduga  ak iba t  kasus  

in i  ;

- - Bahwa  ker rug ian  immater i a l  perusahaan  PT In te r  Asia  

Serv i ces  ten tu  sangat  besar  diak iba t kan  oleh  Tergugat  

yang  sampai  saat  in i  b i l a  d i taks i r  

leb ih  dan  kurang  Rp  1.000 .000 .000 , -  (sa tu  mi lya r  

rup iah )  ;

- - Bahwa agar  tun tu tan  Penggugat  Rekonvens i  t i dak  menjad i  

i l l o so i r  karena  adanya  kekhawat i r an  yang  d idasarkan  

sangka  bera lasan  bahwa  Tergugat  Rekonvens i  akan  

mengal i hkan ,  memindahkan  atau  mengas ingkan  har ta  yang  

dimi l i k i  o leh  Tergugat  Rekonvens i ,  mohon  agar  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  DKl  Jakar ta  pada  

Pengad i l an  Jakar ta  Pusat /Ma je l i s  Hakim  yang  memer iksa  

perkara  in i  berkenan  te r l eb i h  dahu lu  mele takkan  Si ta  

Jaminan  te rhadap  har ta  Mi l i k  Tergugat  Rekonvens i  ya i t u  

:  Sebuah  Rumah dan  Sebidang  Tanah  te r l e t a k  di  Ja lan  

Rusia  I ,  Blok  G/89,  RT 001/RW 009,  Cikarang  Baru ,  

Kabupaten  Bekas i  ;  

- - Bahwa oleh  karena  Tergugat  dapat  te r j ad i  kete r l ambatan  

baik  senga ja  maupun  t i dak  senga ja ,  maka  Tergugat  

Rekonvens i  d ihukum  membayar  

uang  paksa  sebesar  Rp 1.000 .000 , -  (sa tu  ju ta  rup iah )  

set i ap  har i  yang  dapat  d i t ag i h  dan seka l i gus  ;  

- - Bahwa  gugatan  ba las /Rekonvens i  dar i  Penggugat  

Rekonvens i  d idasarkan  bukt i - bukt i  yang  sah,  yang  t i dak  

dapat  d isangka l  lag i  kebenarannya  oleh  Tergugat  

Rekonvens i ,  seh ingga  putusan  in i  memenuhi  syara t  hukum 

untuk  d inya takan  dapat  d i j a l ankan  te r l eb i h  dahulu  
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walaupun  ada  bantahan  atau  kasas i  dar i  Tergugat  

Rekonvens i  ;

Bahwa  berdasarkan  hal - ha l  te rsebu t  d ia tas  Penggugat  

Rekonvens i  menuntu t  kepada  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  supaya  member ikan  

putusan  sebaga i  ber i ku t  :  

A. Dalam Tindak  Pendahu luan  :

- - Mele takkan  s i ta  jaminan  te rhadap  har ta  mi l i k  Tergugat  

Rekonvens i  bera lamat  di  J l .  Rusia  I  Blok  G/89,  Rt  

001/Re  009,  Cikarang  Baru ,  Kabupaten  Bekas i  ;

B. Dalam Pokok  Perkara  :

1. Menyatakan  sah  dan  berharga  s i t a  jaminan  atas  sebuah  

rumah  dan  tanah  yang  te r l e t a k  d i  J l   Rusia  I ,  Blok  

G/89,  Rt  001,  Rw 009,  Cikarang  Baru ,  Kabuapt ren  

Bekas i ,  Jawa Bara t  ;

2. Menyatakan  Tergugat  Rekonvens i  te l ah  melakukan  

perbua tan  melawan hukum ;

3. Menyatakan  hukum gant i  rug i  sebesar  Rp 250.000 .000 , -  

(dua  ra tus  l ima  puluh  ju t a  rup iah )  tuna i  dan  

seket i ka  ;

4. Menyatakan  hukum  kerug ian  immater i a l  te rhadap  

Penggugat  Rekonvens i  sebesar  Rp 1.000 .000 .000 , -  (sa tu  

mi lya r  rup iah )  ;

5. Menyatakan  putusan  in i  dapat  d i j a l ankan  te r l eb i h  

dahu lu  walupun  ada bantahan  atau  kasas i  ;

Bahwa  te rhadap  gugatan  te rsebu t  Pengadi l an  Hubungan  

Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  te lah  

mengambi l  putusan ,  ya i t u  putusan  No.  

04/PHI /G /2010 /PN.JKT.PST. ,  tangga l  27  Apr i l  2010,  yang  

amarnya  sebaga i  ber i ku t :

Dalam Prov i s i  :  

- - Menolak  tun tu tan  Prov i s i  Penggugat  ;

Dalam Konvens i  :

1. Mengabulkan  gugatan  Penggugat  untuk  sebag ian  ;  

2. Menyatakan  hubungan  ker j a  anta ra  Penggugat  dengan  

Tergugat  putus  dan berakh i r  ss jak  putusan  in i  d iucapakan  
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;

3. Menghukum Tergugat  untuk  membayar  hak- hak  Penggugat  yang  

te rd i r i  dar i  uang  pesangon,  uang  penggant i an  hak  dan  

upah  Penggugat  bu lan  Januar i  2009  sampai  Jun i  2009,  yang  

kese lu ruhannya  ber jumlah  sebesar  Rp 47.730 .000 , -  (empat  

pu luh  tu j uh  ju ta  tu juhn  ra tus  t i ga  puuh r i bu  rup iah )  ;

4. Menolak  gugatan  Penggugat  untuk  se la i n  dan se leb ihnya  ;

5. Menetapkan  biaya  perkara  di t anggung  oleh  Negara  yang  

kese lu ruhannya  ber jumlah  Rp 400.000 , -  (empat  ra tus  r i bu  

rup iah )  ;

Dalam Rekonvens i  :

1. Menyatakan  Pengad i l an  Hubnungan  Indus t r i a l  da lam hal  in i  

Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengadi l an  Neger i  

Jakar t a  Pusat  t i dak  berwenang  untuk  memer iksa  dan  

mengadi l i  perka ra  a quo ;

2. Menetapkan  biaya  perkara  se jumlah  Nih i l  ;

Menimbang,  bahwa  sesudah  putusan  te rakh i r  in i  

d i j a t uhkan  dengan  had i rnya  Tergugat /Pengusaha  pada  tangga l  

tangga l  27  Apr i l  2010,  kemudian  te rhadapnya  oleh  

Tergugat /Pengusaha  (dengan  peran ta raan  kuasanya ,  

berdasarkan  sura t  kuasa  khusus  tangga l  10  Mei  2010)  

dia jukan  permohonan  kasas i  secara  l i san  pada  tangga l  10  

Mei  2010,  sebaga imana  te rnya ta  dar i  akte  permohonan  kasas i  

No.  64/Sr t .K /PHI /2010 /PN.JKT.PST,  yang  dibua t  o leh  Pl t  

Pani te ra  Muda  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  pada  

Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat ,  permohonan  te rsebu t  

d ise r t a i  o leh  memor i  kasas i  yang  memuat  alasan- alasan  yang  

di te r ima  di  Kepani t e raan  Pengad i l an  Hubungan  Indus t r i a l  

Pengad i l an  Neger i  Padang pada tangga l  21 Mei  2010 ;

Bahwa  sete lah  i t u  oleh  Penggugat /Peker j a ,  yang  pada  

tangga l  4  Jun i  2010,  te lah  diber i t a hu  ten tang  memor i  

kasas i  dar i  Tergugat /Pengusaha ,  te tap i  t i dak  d ia j ukan  

jawaban  memor i  kasas i  ;

Menimbang,  bahwa  permohonan  kasas i  a  quo  beser ta  

alasan- alasannya  te l ah  dibe r i t a hukan  kepada  pihak  lawan  

dengan  seksama,  dia jukan  dalam  tenggang  waktu  dan  dengan  
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cara  yang  d i t en tukan  dalam undang- undang,  maka oleh  karena  

i t u  permohonan kasas i  te rsebu t  fo rma l  dapat  d i te r ima  ;

Menimbang,  bahwa  a lasan- alasan  yang  dia j ukan  oleh  

Pemohon  Kasas i /  Tergugat /Pengusaha  dalam  memor i  kasas inya  

te rsebu t  pada pokoknya  ia l ah  :

1. Bahwa adalah  ke l i r u  seka l i  b i l a  Maje l i s  Hakim Pengad i l an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Pengad i l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  

yang  member ikan  per t imbangan,  sebaga imana  dinya takan  

pada  al i nea  per tama  halaman  26,  menyatakan  bahwa 

Pemohon/dahu lu  Tergugat  melakukan  Pemutusan  Hubungan  

Ker ja  te rhadap  Termohon/dahu lu  Penggugat ;  

2. Bahwa  ke jad ian  yang  sebenarnya  te r j ad i  ada lah  bahwa 

Termohon lah  yang  t i dak  bern ia t  beker j a  kembal i  kepada  

Pemohon;  

Karena  Termohon lah  yang  meningga l kan  peker j aannya ,  

sete lah  ke jad ian  perdeba tan  anta ra  Termohon  dengan  

Di rek tu r  Operas iona l  d i  kanto r  Pemohon.  Bahwa kehad i ran  

Termohon  pada  tangga l  22 Januar i ,  23 Januar i ,  27 Januar i  

dan  28  Januar i  2009  bukan lah  untuk  beker j a  mela inkan  

hanya  untuk  meminta  sura t  Pemutusan  Hubungan  Ker ja  

(PHK) ,  padaha l  Pemohon t i dak  pernah  menyatakan  melakukan  

PHK kepada  Termohon.  Bahkan  Pemohon  kembal i  memanggi l  

Termohon untuk  beker j a  kembal i  ;  

3. Bahwa ha l  te rsebu t  d i  atas  juga  te l ah  dikua tkan  dengan  

ala t  bukt i  yang  mendukung  sebaga imana  dinya takan  dengan  

bukt i  T- 18,  T- 19,  yang  membukt i kan  bahwa Penggugat / k i n i  

Termohon  t i dak  masuk  untuk  beker j a  pada  tangga l  22  

Januar i ,  23  Januar i ,  27  Januar i  dan  28  Januar i  2009  

te rsebu t ;  

4. Bahwa  oleh  karenanya  Termohon  menolak  per t imbangan  

Maje l i s  Hakim pada  al i nea  1 hal  25 yang  menyatakan  bahwa 

Tergugat / k i n i  Pemohon t i dak  pernah  secara  tegas  meminta  

Penggugat / k i n i  Termohon  untuk  beker j a  kembal i .  Karena  

dalam pers idangan  yang  d i l akukan  untuk  i t u  Pemohon/du lu  

Tergugat  sudah  memasukan  bukt i - bukt i  yang  menggambarkan  

bahwa  Pemohon  te l ah  memanggi l  Termohon  untuk  beker j a  
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kembal i  

(Buk t i  T- 20 dan Bukt i  T- 20A) ;  

5. Bahwa  dengan  demik ian  dapat  d ika takan  bahwa  Termohon  

te l ah  mangki r  dar i  peker j aannya .  Bagaimana  mungk in  

seorang  yang  te l ah  mangk i r  dar i  peker j aannya  bisa  

dinya takan  untuk  dibe r i k an  uang  pesangon  dan  uang  

penggant i an  hak.  Karena  ket i dak  had i ran  Termohon  dalam 

waktu  yang  re la t i f  lama  te rsebu t  dapat  d ia r t i k an  bahwa 

Termohon mengundurkan  d i r i  dar i  peker j aannya ;  

6. Bahwa  oleh  karenanya  Pemohon  menolak  apa  yang  menjad i  

per t imbangan  Maje l i s  Hakim  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  (PHI )  pada  al i nea  2  hal  26  putusannya  yang  

menghukum  Tergugat / k i n i  Pemohon  untuk  membayar  upah  

se lama proses  penye lesa ian  PHK ber l angsung ;  

Karena  memang t i dak  ada  sengketa  menyangkut  PHK anta ra  

Penggugat / k i n i  Termohon  dengan  Tergugat / k i n i  Pemohon.  

Dan yang  te r j ad i  ada lah  ket i dak  ing inan  Termohon  untuk  

beker j a  kembal i  d i  kanto r  Pemohon.  Sehingga  dengan  

demik ian  t i dak  ada  kewaj i ban  untuk  member ikan  uang  

pesangon  dan  atau  uang  penggat i an  hak  dar i  Pemohon 

kepada  Ttermohon  ;  

7. Bahwa se la i n  i t u  juga ,  Maje l i s  Hakim PHI  yang  memer iksa  

dan  memutus  perkara  aquo  te lah  sa lah  dalam  menerapkan  

pr ins i p - pr ins i p  pemer iksaan  perkara .  Di  mana  dalam 

perkara  gugatan  in i  Penggugat / k i n i  Termohon  t i dak  

mengajukan  satu  orang  saks i  pun  untuk  menguatkan  dal i l -

da l i l n ya  te rsebu t .  Padaha l  ada  hal - ha l  yang  t i dak  

te r j angkau  oleh  bukt i - bukt i  fo rmi l  yang  dia j ukan  o leh  

Penggugat / k i n i  Termohon dalam perkara  gugatan  aquo;  

Karena  sudah  seyogyanya  sebaga i  Penggugat / l k i n i  

Termohon,  da lam  sebuah  perkara  gugatan ,  seharusnya  

se la i n  mengajukan  dal i l - da l i l  da lam  gugatannya  te rsebu t  

juga  harus  membukt i kan  dal i l - da l i l n ya  te rsebu t ,  ba ik  

dengan  mengajukan  bukt i - bukt i  te r t u l i s  da lam  bentuk  

dokumen  fo rma l ,  maupun  dengan  mengajukan  saks i - saks i  

da lam  pers idangan  untuk  mendukung  da l i l - da l i l  da lam 
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gugatannya  te rsebu t .  Apalag i  da lam perkara  in i  ada  hal -

ha l  yang  bukan  merupakan  sebuah  perbua tan  fo rma l  (namun 

berupa  t i ndakan  verba l )  yang  keberadaannya  harus  

dibuk t i k an  dengan  adanya  kete rangan  seorang  atau  

beberapa  orang  saks i  ;  

8. Bahwa  da lam  memer iksa  perkara  in i  Maje l i s  Hakim  t i dak  

dapat  menemui  bukt i  bahwa  Tergugat / k i n i  Pemohon  benar -

benar  secara  nyata  melakukan  t i ndakan  berupa  Pemutusan  

Hubungan  Ker ja  te rhadap  Penggugat / k i n i  Termohon.  Tidak  

ada  satu  dokumen  pun  yang  dapat  member ikan  sebuah  

pembukt i an  bahwa  Pemohon  melakukan  PHK  te rhadap  

Termohon.  Karena  proses  perad i l a n  perda ta  pada  in t i n ya  

ada lah  mencar i  kebenaran  fo rmi l ,  seh ingga  fo rma l i t a s  

hukum  sangat l ah  menentukan  dalam  menentukan  sebuah  

permasa lahan ;  

9. Bahwa  untuk  membut i kan  gugatannya  te rsebu t ,  

Penggugat / k i n i  Termohon  mengajukan  bukt i  sebaga imana  

dia jukan  dalam  gugatannya  dan  d ibe r i  nama dengan  angka  

P1 sampai  dengan P- 6;  

Namun demik ian  dar i  ke- enam bukt i  yang  dia jukan  te rsebu t  

t i dak  ada  satupun  yang  berupa  bukt i  te r j ad i n ya  PHK.  

Bahkan  Bukt i  P- 6,  hanya  sebuah  rekaan  yang  dibua t  untuk  

kepent i ngan  pemer iksaan  pers idangan  perkara  semata  dan  

bukan  sesuatu  yang  lah i r  dar i  adanya  sebuah  per i s t i wa  

yang  benar - benar  te r j ad i .  Oleh  karena  i t u  bukt i  in i  

harus lah  dikesampingkan .  Sementara  bukt i  P- 1  hanya  

membukt i kan  bahwa memang benar  Termohon  adalah  karyawan  

yang  beker j a  dengan  Pemohon,  Bukt i  P- 2 merupakan  dokumen 

yang  memang  harus  dibua t  ket i ka  mengajukan  sebuah  

perkara  

di  ins tans i  Sudinnaker t r ans  Koya  Jakar ta  Sela tan ,  Bukt i  

P- 3  adalah  dokumen  yang  di te rb i t k an  oleh  media to r  

Sudinnaker t r ans  yang  t i dak  mempunyai  kekuatan  mengika t  

bag i  para  pihak  yang  berperka ra  dalam  hal  sengketa  

ketenagaker j aan ,  Bukt i  P- 4  s l i p  ga j i  yang  membukt i kan  

bahwa Termohon mempero leh  gaj i  dar i  Pemohon dan Bukt i  P-
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5  yang  ada lah  dokumen  Jamsostek  yang  membukt i kan  bahwa 

Pemohon te lah  mengiku tse r t a kan  karyawannya  dalam program 

Jamsostek  sebaga imana  dia tu r  o leh  undang- undang.  Dan 

ke l ima  (5 )  dokumen  te rsebu t  hanya lah  berupa  dokumen-  

dokumen  ketenagaker j aan  yang  memang  merupakan  dokumen 

standar  be laka  yang  t i dak  dapat  membukt i kan  adanya  

per i s t i wa  PHK te rsebu t  ;  

10. Bahwa dengan  demik ian  Maje l i s  Hakim  PHI  memer iksa  

dan  member ikan  putusan  atas  perkara  aquo,  semata- mata  

hanya  berdasarkan  da l i l  dan  argumen  yang  hanya  berupa  

rekaan  dar i  Penggugat / k i n i  Termohon;  

11. Bahwa  dar i  pemer i ksaan  saks i - saks i  yang  d ia j ukan  

oleh  Terguga t / k i n i  Pemohon  da lam  pers idangan  di  PHI ,  

je l as  bahwa  Penggugat / k i n i  Termohon  mempunyai  karak te r  

yang  sangat  t i dak  baik .  Bahkan  dar i  bukt i  T - 28  (berupa  

sura t  laporan  po l i s i )  sebenarnya  dapat  member ikan  

dukungan  atas  da l i l  dan  atau  argumen yang  dia j ukan  oleh  

Tergugat l / i n i  Pemohon.  Dan  untuk  member ikan  gambaran  

yang  leb ih  je l as  lag i  da lam mendukung  permohonan  Kasas i  

in i  maka  kami  a jukan  pu la  sura t  kete rangan  dar i  p ihak  

peny id i k  berupa  Sura t  Pember i t ahuan  Perkembangan  Hasi l  

Peny id i kan  

(SP2HP) .  Dimana  dalam  dokumen  in i  Termohon  te lah  

di te t apkan  sebaga i  Tersangka ;

Walaupun  pemer iksaan  perkara  pidana  belum  sampai  pada  

pers i dangan  yang  member ikan  putusan  yang  berkekua tan  

hukum  te tap ,  namun  set i daknya  dengan  sta tus  sebaga i  

Tersangka  hal  in i  membukt i kan  bahwa  kepada  Termohon  

dapat  d iduga  kuat  te l ah  melakukan  t i ndak  p idana  yang  

bahkan  merug ikan  dan merusak  nama baik  Pemohon Kasas i  ;

12. Bahwa  dalam  Permohonan  Kasas i  in i  Pemohon  t i dak  

membahas  hal - ha l  yang  dia j ukan  dalam  putusan  ten tang  

Gugatan  Rekonvens i ,  karena  kami  sepakat  bahwa  ha l  

te rsebu t  ada lah  bukan  wewenang  Pengad i l an  Hubungan  

Indus t r i a l  da lam hal  in i  Pengadi l an  Hubungan  Indus t r i a l  

pada Pengadi l an  Neger i  Jakar ta  Pusat  ;  
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Menimbang,  bahwa  te rhadap  a lasan- a lasan  te rsebu t  

Mahkamah Agung berpendapa t  :  

mengenai  kebera tan - kebera tan  ke  1 sampai  dengan  ke 12 :

Bahwa alasan- alasan  te rsebu t  t i dak  dapat  d ibenarkan ,  

o leh  karena  Judex  Fact i  te l ah  tepa t  ser ta  t i dak  sa lah  

menerapkan  hukum,  lag i  pu la  hakekatnya  mengenai  pen i l a i an  

has i l  pembukt i an  yang  bers i f a t  penghargaan  ten tang  suatu  

kenyataan ,  ha l  mana  t i dak  dapat  d ipe r t imbangkan  dalam 

pemer iksaan  pada  t i ngka t  kasas i ,  karena  pemer iksaan  dalam 

t i ngka t  kasas i  hanyaberkenaan  dengan  adanya  kesa lahan  

penerapan  hukum,  adanya  pelanggaran  hukum  yang  ber laku ,  

adanya  ke la l a i an  dalam  memenuhi  syara t - syara t  yang  

diwa j i b kan  oleh  pera tu ran  perundang- undangan  yang  mengancam 

ke la l a i an  i t u  dengan  bata lnya  putusan  yang  bersangku tan  

atau  bi l a  Pengad i l an  t i dak  berwenang  atau  melampaui  batas  

wewenangnya  sebaga imana  yang  dimaksud  dalam  Pasa l  30  

Undang- Undang  No.  14  Tahun  1985,  jo  Undang- Undang  No.  5  

Tahun 2004,  jo  Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;   

Bahwa Hakim  Ad Hoc  Bernard ,  SH. ,MM.  berbeda  pendapat  

(D issen t i ng  Opin ion ) ,  dengan pendapat  sebaga i  ber i ku t :   

Bahwa dar i  fak ta  di  pers idangan  Pemohon  Kasas i  t i dak  

lag i  member i  peker j aan  ser ta  membayar  upah  

Penggugat /Te rmohon  Kasas i  dan  t i dak  pernah  meminta  

Penggugat /Te rmohon  Kasas i  untuk  beker j a  kembal i  ;

Bahwa  dar i  ha l - ha l  te rsebu t  Tergugat /Pemohon  Kasas i  

te l ah  memutuskan  Hubungan  Ker ja  dengan  Penggugat /Te rmohon  

Kasas i  dan  oleh  karenanya  Pemohon  Kasas i /Te rguga t  harus  

membayar  hak- hak  Penggugat /Te rmohon  Kasas i  ;

Bahwa mengenai  besarnya  hak  Penggugat /Te rmohon  Kasas i  

yang  harus  dibayar  o leh  Tergugat /Pemohon  Kasas i  te l ah  

dipe r t imbangkan  dan  di r i n c i  dengan  tepa t  o leh  Judex  Fact i ,  

seh ingga  t i dak  per lu  dipe r t imbangkan  lag i   ;

Menimbang,  bahwa namun demik ian  Hakim Anggota  Bernard ,  

SH. ,MM.  mengajukan  pendapat  yang  berbeda  (d i ssen t i ng  

opin i on )  dengan  per t imbangan  sesbaga i  ber i ku t  :

Bahwa Tergugat /Pemohon  Kasas i /Pengusaha  t i dak  mem-PHK 
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat /Te rmohon  Kasas i /Peker j a  secara  langsung  walaupun  

sudah  t i dak  ada  keharmonisan  anta ra  kedua  belah  pihak  dan  

Peker j a  datang  untuk  meminta  d i  PHK dan  t i dak  d ikabu l kan  

oleh  Pengusaha  dan  atas  in i s i a t i f  Pengusaha  memanggi l  

Peker j a  untuk  beker j a  kembal i  masuk  ker j a  se jak  Januar i  

2009  (T- 20,  T- 20.A0  te tap i  pangg i l an  ker j a  hanya  

di l aksanakan  1 ka l i  sa ja ,  seh ingga  t i dak  memenuhi  Pasa l  168  

Undang- Undang  No.  13  Tahu   2003,  te tap i  karena  kond is i  

t i dak  harmonis  lag i ,  demi  kead i l an  Peker j a  dapat  d ibe r i k an  

uang penggant i  1 X Pasa l  156 ayat  2,  3 UU No.  13 Tahun 2003  

;

Bahwa  oleh  karena  PHK  dibenarkan ,  maka  Peker ja  

mendapat  pesangon  sebaga i  ber i ku t  :

3 X Rp 3.700 .000 , -           = Rp 11.100 .000 , -

Penggant i an  Hak 15% X    Rp 11.100 .000 , -

Jumlah                                 Rp 12.765 .000 , -  ;

Bahwa mengenai  Proses  se jak  Januar i  2009  t i dak  dapat  

d ibenarkan ,  te tap i  untuk  gaj i  bu lan  Januar i  2009 sebesar  Rp 

3.700 .000 , -  dapat  d ibenarkan  ;

Bahwa berdasarkan  per t imbangan  te rsebu t  d i  atas  maka 

permohonan  kasas i  dar i  Pemohon  Kasas i  :  PT  INTER  ASIA 

SERVICES te rsebu t  harus  d i t o l a k  ;

Menimbang,   bahwa   karena   n i l a i   gugatan   da lam 

perkara   in i   d i  bawah Rp 150.000 .000 , -  (se ra tus  l ima  pu luh  

ju ta  rup iah ) ,  maka  pihak - pihak  yang  berperka ra  t i dak  

dikenakan  b iaya  perkara  dan  berdasarkan  Pasal  58  Undang-

undang  No.  2  Tahun  2004,  b iaya  perkara  d ibebankan  kepada  

Negara ;

Memperhat i kan  Pasa l - Pasal  dar i  Undang- Undang  Nomor  2 

Tahun  2004,  Undang- Undang  Nomor  48 Tahun  2009,  dan  Undang-

Undang Nomor  14 Tahun 1985,  sebaga imana  te l ah  diubah  dengan  

Undang- Undang  Nomor  5  Tahun  2004,  dan  perubahan  kedua  

dengan  Undang- Undang  Nomor  3  Tahun  2009,  ser ta  pera tu ran  

perundang- undangan  la i n  yang  bersangku tan  ;

M E N G A D I  L I   :

Menolak  permohonan  kasas i  dar i  para  Pemohon Kasas i  :  
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PT INTER ASIA SERVICES te rsebu t  ;

Membebankan  biaya  perkara  kepada  Negara  ;

Demik ian lah  dipu tuskan  dalam  rapa t  permusyawara tan  

Mahkamah Agung   pada  har i  Selasa  tangga l  15  Maret  2011,  

o leh  I  Made  Tara ,  SH.  Hakim  Agung  yang  di te t apkan  oleh  

Ketua  Mahkamah  Agung  sebaga i   Ketua   Maje l i s ,  Bernard ,  

SH. ,MM.  dan Arsyad ,  SH. ,MH.  Hakim- Hakim Ad Hoc Perse l i s i h an  

Hubungan  Indus t r i a l  pada  Mahkamah  Agung  sebaga i  Anggota ,  

dan diucapkan  dalam s idang  te rbuka  untuk  umum pada har i  i t u  

juga  oleh  Ketua  Maje l i s  dengan  dihad i r i  o leh  Hakim- Hakim 

Anggota  te rsebu t  ser ta  diban tu  oleh  Endang  Wahyu  Utami ,  

SH. ,MH.   Pani te ra  Penggant i  dengan  t i dak  dihad i r i  o leh  para  

pihak  ;

Anggo ta - Anggo t a                                     
   K e t  u a  

t t d . /        t t d . /
Bernard ,  SH. ,MM.          I  Made 
Tara ,  SH.

t t d . /
Arsyad ,  SH. ,MH.  

Pan i t e r a  Penggan t i  Untuk  Sa l i n a n
t t d . /     Mahkamah 

Agung  RI
Endang Wahyu Utami ,  SH. ,MH.            an 
Pan i t e r a

     Pan i t e r a  Muda Perda t a  
Khusus

     Rahmi  Mulya t i ,  SH.MH.  
               NIP .  040  049 
629

Hal .  18 dar i  14 ha l .  Put .  No.  1047  
K/Pdt .Sus /2010

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 18


